
'PBRATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NÜSA TENGGARA TUTOR 
HOMOR 8 TÁBW 1986 

TENTANG 
PUNGUTAN BIAYA DOKUMEN LELANG 

' - DENGAN RAHKAT TUHAN YANG MARA ESA 
GUBERUUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMOR, 

Henimbang : bahwa dalam rangka menggali sumber pendäpatan Da­
erah, maka dianggap perlù menetapkan Peraturan l a 
arali Propias! Daerah Tiagkat I Busa Tenggara T i s 
mor teataag Pungutan Biaya Dokumen Lelang beapdau-i 
sarkan pasal 60 ayat (1) Dndang-uadaag Nomo» 5 % 
bua 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan ,dJr Dae-* » 
rah. 

Mengìagat : 1« 8hdang«*undang Nomar 5 Tahua 1974 tentaag Pokok 
pokok Pemeriatahan d i D&erah (Lembaraa Negara 
Republik Indonesia Tahua 1974 Nomor 38, Tamba& 
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -
3037) ; -, * 

2. IJndang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pem-
bentukan Daerah-^daerah Tingkat I Bal*U_ Nusa 
Tenggara Barat dan N¿sa Tenggara Timuafc^embar. 
an segara Republik Indonesia Tahua l99Bj§feior 
115, Tambaban* Lembaran Negara Republik indone­
s i a Nomor 1649) ; . W. 

3» UndanÄ-undang .N/omOr .12 Drt. Tahun 1957 tentang 
PeratÄraa Umum Retribusi Daerah (Lembaran Ne­
gara Republik índodfcsia Tahua 1957 Nomor 57» — 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia No mor S?88) i 

4. Eeputusa» Mentori Dalam Negeri Nomor,903- 603 * 
tanggal 15 Agustus 1984 tentang Peiaksanaan -
Anggaran Peadapatan dan Belanda Daerah > áuacto 
Keputusan Mentori Dalam Negeri Nomor 903- Ì33-9 
tangfgal 19 September 1985 tentang Penyempujjaa?» 
an leputusan Mentori Dalam Negeri Nomor 9O3#02T\. 
Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Penda- * 
patán dan Belanoa Daerah* 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rákyat Daerah 
Propine! DÄeaa Tiagkat I Nusa Tenggara Tii|ar, * 

- » 

M E M t f T U S K A N : * * 
*- * , 

Menetapkan s PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I * NUSA 
TENGGARA TUTOR TENTANG PUNGUTAN BIAYA DOKUMEN LE­
LANG. 

ZETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

lam Peraturan Daerah i n i 
"Gubernur Kepala Daerah* adal 
l a Daerah Tingkat I Nusa Te: 

" i 

€ fe* ' 



b. "Dokumen Lelang" adalah Eénoana keráa dan syarat-
syarat pembórongan/pembelian, gambar-gambàr dan -
keterangan lainnya ; 

è. "Dinas yang bersangkutan" adalah Dinas Ofconom Pro, 
pin s i Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. 

B A B I I 
PUNGUTAN4 TATA CARA PUNGUTAN DAN PENYETORAN 

Pasal 2 
Pungutan biaya dokumen lelang ditetapkan sebagai ber; 
ikut : "** 
a. Pelelangan Rp.50.000.000,- sampai dengan — 

Bp.100.000.000,- dipungut biaya sebeear 
Rp. 25.000,-

b. Pelelangan diatas Rp.100.©00.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- sebesar Rp. 50.000,-
c. Pelelangan diatas Rp#200.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- sebesar Rp. 75.000,-
d. Pelelangan diatas Rp.500.000.000,- sebesar — 

Rp. 100.000,-
Pasal 3 

(1) Pungutan dimaksud pada pasal 2 tersebut di atas 
dilaksanakan öleh Dinas yang bersangkutan ; 

(2) Hasil pungutan sebagaiaana dimaksud pada ayat(l) 
di se tor seluruhnya kepada Pemegang Eas Propinai 
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ? 

(3) Kepada Dinas yang bersangkutan diberikan perang-
sang sebesar 5% Clima prosen) dari h a s i l pungut­
an. 

B A B. I l l 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 4-
Hal-hal l a i n yang belum dia tur dalam Peraturan Dae­
rah i n i , akan ditetapkan leb i h ILanjut dengan Keputus, 
an Gubernúr Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksa 
naannya. — 

BAB IV 
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B A B IV 
KETENTUAN PENUTÜP 

Pasal 5 

Peratupaa Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal di-
undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Nusa Tenggara Timur. 

RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

Kupang, 4. Agustus 1986. 

NUSA 

Disahkan oleh Menteri Dalam 
Negeri dengan Surat Keputusan 
Nomor 
Tanggal 

DAERAH 
TIMUR, 

Diundangkan dalam Lembaran 
Daerah Propine! Daerah Ting-
kat I Nusa Tenggara Timur 
Nomor Tanggal . 

Ser! •••• 

7 
Sekretaris Wilayah/Daerah, 

SOEJONO HARTOJO. SE 
NIP. 010032415 

D I S A H K 'A N 
¡ Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 

P i r e k t o a- j j J A ^ L L P e m e r i n t a h a a U n a u m 

d a n O t 

D i r c k i ^ ^ y ^ ^ D.T5¡K«í«erintaJian i aeran 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMÜR 

NOMOR : 8 TAHUN 1986 

TENTANG 
PUNGUTAN BIATA DOEUMEN LELANG 

I . PENJELASAN UMUM í 

Berdasarkaa pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Dae­
rah» maka ditetapkan Peraturan Daerah Propinad Dae­
rah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pungutan 
Biaya Dokumen Ire lang berdasarkan Keputusan Mentasi 
Dalam Negeri Nomor 905-603 tanggal 15 Agustus 1984 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan^a 
Daerah annoto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
9O3-I319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyem— 
pumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 
Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanaa Daerah, dalam rangka menggali sumber Pen 
dapatan Daerah. 

I I , PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : 

Cukup j e l a s . 
Pasal 1 s/d Pasal 5 : 


